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ABSTRAK 

 

Kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan sebelum dan sesudah 

amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan yang tidak begitu 

memiliki arti. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis yuridis terhadap fungsi Wakil 

Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yang 

menitikberatkan penelitian pada bahan pustaka. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun pengumpulan bahan 

menggunakan studi literature. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Wakil Presiden sebelum amandemen 

UUD 1945 dapat dikatakan setara dengan Menteri ssebagai pembantu Presiden. Kedua, 

Wakil Presiden setelah amandemen UUD 1945 dapat dikatakan cukup memiliki 

kewenangan yang kuat. Oleh karena dalam hal Presiden tidak berada di dalam negeri, 

maupun tidak bisa melaksanakan tugas lainnya karena hal mendesak. 

Kata Kunci: Wakil Presiden, Amandemen, UUD 1945. 
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ABSTRACT 

 
 

The position of Vice President in the constitutional system before and after the 

amendments to the 1945 Constitution underwent insignificant changes. This study aims 

to conduct a juridical analysis of the function of the Vice President in the Indonesian 

constitutional system before and after the Amendments to the 1945 Constitution. 

 

The research method used is a normative juridical research type, which focuses on 

research on library materials. The legal materials used consist of primary legal materials 

and secondary legal materials. As for the collection of materials using literature studies. 

 

The results of this study concluded that: First, the Vice President before the amendment 

to the 1945 Constitution could be said to be equivalent to the Minister as an assistant to 

the President. Second, the Vice President after the amendment to the 1945 Constitution 

can be said to have sufficiently strong authority. Because in the event that the President 

is not in the country, or cannot carry out other tasks due to urgent matters. 

 

Keywords: Vice President, Amendments, 1945 Constitution. 
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